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HASIL WAWANCARA 

 

TEMPAT  : DI RUANG SUBDIT III TIPIDKOR 

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL 

KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA 

SUMATERA UTARA 

HARI/TANGGAL : RABU, 22 DESEMBER 2021 

PUKUL  : 10.30 WIB S/D SELESAI 

NARASUMBER : AKP MEETSON SITEPU, S.H. 

JABATAN  : PENYIDIK SUBDIT III TIPIDKOR   

  DIREKTORAT  

RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA            

SUMATERA UTARA 

 

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 

1. Menurut bapak sebagai seorang penyidik, bagaimana 

sebenarnya pengaturan tindak pidana jual-beli vaksin 

Covid-19 secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi 

Covid-19 ? 

Jawaban : 

Vaksin diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

dengan uang negara. Uang Negara tersebut diperoleh dari 



 
 

 
 

Pajak yang bersumber dari uang rakyat. Vaksin didatangkan 

ke Indonesia dengan menggunakan anggaran yang 

bersumber dari pendapatan pajak maupun non-pajak yang 

bersumber dari uang rakyat. Sehingga mendapatkan 

suntikan vaksin merupakan hak setiap warga negara 

(rakyat). Vaksin merupakan objek yang diperjualbelikan oleh 

oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan bagi diri 

pribadi maupun kelompok mereka sendiri serta di dalamnya 

terjadi suatu perbuatan pidana yakni perbuatan suap-

menyuap yang termasuk ke dalam golongan tindak pidana 

korupsi. Vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat 

dengan Cuma-Cuma atau gratis. Vaksin telah diperjual-

belikan secara melanggar hukum, karena secara tegas 

pemerintah telah memberikan vaksin secara gratis kepada 

masyarakat. Tentu perbuatan menjual-belikan vaksin kepada 

masyarakat tertentu telah melanggar ketentuan yang 

berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur 

menguntungkan diri sendiri oknum pelayan masyarakat 

dalam hal ini Oknum Dokter yang bekerja di Lapas Klas IA 

Tanjung Gusta Medan dr. Indra Wirawan (alias dr. IW). Tidak 

hanya itu dr. Kristinus Saragih, M.K.M (alias KS) dan Suhadi, 

S.K.M,M.K.M (alias SH) yang bekerja di Dinas Kesehatan 

Propinsi Sumut telah memasok vaksin kepada dr. Indra 

Wirawan (alias dr. IW). Tidak hanya itu Selviwaty (alias SW) 

yang merupakan agent property di Kota Medan sekaligus 

yang menginformasikan kepada masyarakat sekaligus yang 

meminta bayaran sejumlah 250 sampai 300 ribu. 

Tentu perbuatan keempat pelaku tersebut telah 

memenuhi unsur suap-menyuap sebagaimana yang ada 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 



 
 

 
 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

Tepatnya pada Pasal 12 huruf a dan / atau Pasal 12 

huruf b dan / atau Pasal 11 dan / atau Pasal 5 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

 

2. Menurut bapak sebagai seorang penyidik, apa sebenarnya 

yang menjadi indikator suatu tindak pidana tergolong tindak 

pidana umum dan tindak pidana khusus ? 

Jawaban: 

Tindak Pidana khusus merupakan suatu tindak 

pidana yang berdiri sendiri yang mengatur segala perbuatan-

perbuatan pidana yang berada diluar KUHP. Indikator tindak 

pidana khusus terletak pada akibat dari suatu perbuatan 

tersebut apakah merugikan keuangan atau perekonomian 

negara yang berdampak secara luas. Misalnya tindak pidana 

yang menyangkut Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disingkat ITE), Undang-undang Pornografi dan 

undang-undang lainnya yang tetap mengacu kepada KUHP. 

Hal itulah yang disebut lex specialis derogat legi generali 

yang artinya peraturan yang bersifat khusus 

mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. 



 
 

 
 

Sedangkan Tindak Pidana Umum, merupakan tindak 

pidana yang diatur di dalam KUHP dan memiliki indikator 

sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki akibat yang 

akan dirasakan oleh diri pribadi individu atau persoon. 

3. Ada berapa jumlah kasus perkara pidana terkait tindak 

pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan 

pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara ? 

Jawaban: 

Kasus perkara pidana terkait tindak pidana jual beli 

vaksin secara ilegal cuman 1 (satu), namun setelah 

dilakukan Penyelidikan maka perbuatan yang sama  telah 

terjadi di beberapa tempat lainnya yakni seperti Club House 

Jati Residence Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, Perumahan 

Citraland, Jl. Palangkaraya Medan dan tempat-tempat lain di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan (Polda Sumut). 

Artinya perbuatan ini telah terjadi secara berkelanjutan 

(perbuatan berlanjut). 

4. Ada berapa kasus perkara yang statusnya sudah P-21 dan 

P-19 ?*** 

Jawaban:  

Kasusnya hanya 1 (satu) dan telah berstatus P-21 

atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Medan 

(Kejari Medan). Pada kasus tindak pidana vaksinasi 

berbayar ini, setelah berkas perkara di Kepolisian sudah 

lengkap, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan 

Tinggi Sumatara Utara (Kejatisu). Pihak Kejatisu 

menyatakan berkas sudah lengkap dan siap untuk dilakukan 

penuntutan. 

 

5. Bagaimana Proses Penyidikan yang dilakukan Polda 

Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli 



 
 

 
 

Vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi 

Covid-19 ? 

Jawaban:  

Proses Penyidikan diawali dengan adanya informasi 

masyarakat bahwa proses Vaksinasi terhadap masyarakat di 

Komplek Club House Jati Residence Jalan Perintis 

Kemerdekaan Medan dipungut biaya antara 250-300 ribu 

per orang per sekali suntik. Selanjutnya Saksi bersama tim 

petugas melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi 

tempat yang diduga akan terjadi kegiatan vaksinasi berbayar 

yaitu di Club House Jati Residence Jalan Perintis 

Kemerdekaan Medan. Ternyata diperoleh fakta bahwa 

ditemukan kegiatan vaksinasi berbayar di lokasi tersebut. 

Setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap dr. IW dan SW 

beserta ke empat pelaku untuk kemudian dilakukan 

pengembangan penyelidikan, dan akhirnya terbukti peristiwa 

tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal telah 

terjadi di beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Sumatera 

Utara atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. 

6. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap 

Tindak Pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam 

penanggulangan Pandemi Covid-19? 

Tidak ada hambatan dalam melakukan penyidikan 

terhadap kasus tersebut di lapangan. Penyidik menjalankan 

tugas sesuai SOP (standard operating procedure) yang 

berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya 

Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara senantiasa melakukan 

peningkatan Sumber Daya Manusia. Memasuki era 

modernisasi, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat 

yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan 

persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Untuk 



 
 

 
 

menghadapi segala hambatan, tantangan, gangguan dan 

ancaman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus 

pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera 

Utara senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di dalam tubuh institusi penegak hukum 

tersebut. Meningkatkan kualitas SDM sangat penting guna 

menunjang kinerja dalam penegakan hukum acara pidana 

mulai dari Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Upaya 

Paksa, Gelar Perkara, Analisis Hukum dan lain sebagainya. 

 

7. Bagaimana proses atau mekanisme penyelidikan yang 

dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait kasus 

jual-beli vaksin Covid-19 secara Ilegal ? 

Jawaban:  

Setelah diterima laporan dari masyarakat, Kepolisian 

langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian 

perkara (TKP). Dilakukan proses penangkapan terhadap 

para terduga pelaku tindak pidana ini. Setelah itu, dilakukan 

pengembangan kasus guna mencari apakah tindak pidana 

tersebut dilakukan di satu TKP saja atau terjadi di daerah 

lain. Ternyata telah terjadi dibeberapa tempat antara lain di 

Club House Jati Residence Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, 

Perumahan Citraland, Jl. Palangkaraya Medan dan tempat-

tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Medan (Polda Sumut). Artinya perbuatan ini telah 

terjadi secara berkelanjutan (perbuatan berlanjut) Kemudian, 

proses hukum ditingkatkan ke proses Penyidikan. Diproses 

Penyidikan diperoleh 4 (empat) orang tersangka dan 

dilakukan proses pemberkasan dengan masing-masing 

sebagai berikut: 



 
 

 
 

1) dr. Indra Wirawan (alias dr.IW), bekerja sebagai dokter di 

Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan yang berperan 

memperoleh vaksin dari Dinas Kesehatan Propinsi 

Sumatera Utara dengan terlebih dahulu membuat Surat 

Permohonan dari Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan 

kepada Dinkes Sumut. 

2) Selviwaty (alias SW) merupakan agent property yang 

berperan untuk mencari dan mengumpulkan masyarakat 

untuk dilakukan vaksinasi serta meminta imbalan dengan 

tarif antara 250-300 ribu per orang per sekali suntik. 

3) dr. Kristinus Saragih, M.K.M (alias KS) yang bekerja di 

Dinas Kesehatan Propinsi Sumut memiliki peran untuk 

memasok vaksin kepada dr. Indra Wirawan (alias dr. 

IW). 

4) Suhadi, S.K.M,M.K.M (alias SH) yang bekerja di Dinas 

Kesehatan Propinsi Sumut telah memasok vaksin 

kepada dr. Indra Wirawan (alias dr. IW).  

 

8. Ada berapa alat bukti yang didapati oleh penyidik terkait 

kasus ini ? 

Jawaban:  

Penyidik dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu 

kepada perintah peraturan perundang-undangan yang 

berlaku salah satunya terhadap KUHAP. Mengacu kepada 

Pasal 183 dan 184 KUHAP, yakni Pasal 183 KUHAP 

berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya.  



 
 

 
 

Pasal 184 KUHAP Ayat (1), berbunyi alat bukti yang sah 

ialah : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

Kemudian di Ayat (2) berbunyi sebagai berikut. 

“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu 

dibuktikan”. 

Berdasarkan Pengembangan penyelidikan yang dilakukan 

oleh Penyelidik/Penyidik Polda Sumatera Utara di tempat 

kejadian perkara (TKP) ditemukan alat bukti dan barang 

bukti. Alat bukti yang didapati oleh penyidik terkait kasus ini, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat. 

Dikenakan pidana karena adanya unsur memperkaya diri 

sendiri dan praktik suap-menyuap di dalamnya, disebabkan 

juga oleh status vaksin merupakan gratis tanpa adanya 

bayaran. 

9. Pasal apakah yang diancamkan oleh penyidik Kepolisian 

terhadap pelaku penjual vaksin Covid-19 ?  

Jawaban:  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 



 
 

 
 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Tepatnya pada Pasal 12 huruf a dan / atau Pasal 12 

huruf b dan / atau Pasal 11 dan / atau Pasal 5 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Pasal 64 Ayat (1) berbunyi jika beberapa perbuatan 

perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang 

sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu 

ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-

masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, 

jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah 

peraturan yang terberat hukuman utamanya. 

10. Apakah ada alasan/dalil pemberatan yang diancamkan 

penyidik kepolisian terhadap pelaku penjualan vaksin Covid-

19 ? 

Jawaban:  

Alasan/dalil pemberatan yang diancamkan penyidik 

kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penjualan vaksin 

Covid-19 ialah adanya perbuatan berlanjut sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pasal 64 Ayat (1) 

berbunyi jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga 

dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan 

yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja 

yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu 

menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya 



 
 

 
 

berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang 

terberat hukuman utamanya. 

 

11. Bagaimana pertimbangan penyidik Kepolisian dari Polda 

Sumatera Utara terhadap pelimpahan berkas perkara ke 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

Jawaban: 

Pertimbangan : karena Penyidik sudah menemukan 3 

(tiga) alat bukti sebagaimana terlampir di atas, ditambah lagi 

dengan barang bukti ditambah barang bukti. Barang bukti 

antara lain (vaksin masih tersisa dan botol kosong, alat 

suntik, uang tunai, handphone, daftar nama peserta vaksin, 

Surat Permohonan vaksin dari Lapas/Rutan ke Dinkes 

Sumut, Surat Keterangan telah mengeluarkan vaksin ke 

Lapas). Penyidik melimpahkan berkas perkara masing-

masing ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU 

mengatakan lengkap berkas perkara dari Penyidik (P-21). 

12. Kasus tindak pidana apa apa saja yang telah terjadi yang 

berkaitan dengan Pandemi Covid-19, di Wilayah Hukum 

Polda Sumatera Utara ? 

Jawaban: 

Ada kasus Rapid Test Antigen Bekas di Bandara 

Udara Kualanamu. Namun, kasus tersebut ditangani oleh 

Unit lain di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera 

Utara. 
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Usia    : 23 Tahun 
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Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

          Medan, 29 Januari 2022  

 

 

 

           Fahrizal S.Siagian 

 

 

 


